SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 146 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PADA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA
RETRIBUSI PEMANFAATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (5)

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa “Tata cara
pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah’;

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana terdapat
Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi
Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan, yang dipandang perlu
untuk mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Jenis
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Retribusi

Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor

4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH BERUPA RETRIBUSI PEMANFAATAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.

Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas
Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan
pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan
bangunan/gedung, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor/alat-alat berat,
pemakaian sarana olah raga serta kekayaan daerah lainnya.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yang merupakan kekayaan atas aset
Daerah.

Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian
adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu
sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir



atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

18. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Probolinggo.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium
Lingkungan dipungut retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium

lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Pasal 3
(1) Objek retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium
lingkungan.
(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa
pemakaian jasa pemanfataan laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan

Hidup Kota Probolinggo.

Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/memanfaatkan layanan laboratorium lingkungan.

Pasal 5
Wajib retribusi adalah sebagai berikut :
a. Pelanggan Internal, adalah pelanggan yang berasal dari Instansi Dinas
Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; dan
b. Pelanggan Eksternal, adalah pelanggan yang berasal dari luar Dinas Lingkungan

Hidup Kota Probolinggo baik perorangan maupun instansi/industri.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI



Pasal 6
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo diukur berdasarkan jenis sampel yang

diukur.
BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi meliputi tempat/keadaan wajib retribusi.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 10
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langgangan.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar lunas sekaligus.
(4) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak
ketiga/diborongkan.



()

(6)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Dinas Lingkungan Hidup.

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah
melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundangundangan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 11

Penerimaan retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12
Pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini
dilaksanakan oleh Walikota melalui instansi teknis sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Pengawasan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Walikota dengan
membentuk tim yang melibatkan instansi teknis sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

BAB IX
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 13

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 14
Dinas Lingkungan Hidup selaku pemungut retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.



(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Insentif diberikan sebesar 5% dari pencapaian target yang ditentukan;
b. Pencapaian target dalam 1 tahun ditentukan sebagai berikut :
1. TriwulanI : 15%;
2. Triwulan II : 25%;
3. Triwulan II : 35%; dan
4. Triwulan IV : 25 %.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1
November 2019.

Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 September 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA IAN I}UKUM,

/ /
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 0O







